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ABSTRAK 

 

Fungsi bank dalam sistem hukum perbankan indonesia adalah sebagai 

intermediary dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang 

kekurangan dana. Seiring dengan pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk 

yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar resiko terhadap diri 

bank itu sendiri. Sehingga bank (khususnya BPR) pasti berjalan beriringan dengan 

resiko yang timbul karenanya. Oleh karena itu lembaga perbankan membutuhkan 

pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi resiko yang 

akan timbul. Untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul maka BPR wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian yang diikenal dengan istilah 5C, yaitu: Capital, 

Caracter, Colateral, Condition, Capacity. Selain kelima prinsip tersebut bank 

juga harus menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 

(Know Your Costumer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan 

Prinsip mengenal Nasabah ini lebih khusus ditujukan untuk mencegah Tindak 

Pidana Pencucian Uang serta merupakan hal yang relatif baru bagi dunia 

perbankan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR, serta upaya apa saja yang dilakukan BPR 

dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan penerapan 

prinsip Mengenal Nasabah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah field research 

yang dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara dengan Kabag Humas 

BPR shinta Bhakti wedi. Selain observasi dan wawancara penelitian ini juga 

dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang 

berhubungan dengan materi penelitian.  

Setelah dilakukan penelitian, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah 

diterapkan di BPR Shinta Bhakti Wedi. Pelaksanaannya pun terus diupayakan 

agar menjadi lebih baik. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di BPR Shinta 

Bhakti Wedi dimulai sejak nasabah baru yang akan membuka rekening 

diharuskan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi KYC baik 

pembukaan rekening perorangan maupun perusahaan. Bagi nasabah yang akan 

melakukan transaksi tunai maupun non tunai dengan nominal minimal 100 juta 

rupiah, maka diwajibkan mengisi formulir KYC. Untuk melaksanakan Prinsip 

Mengenal Nasabah dalam kegiatannya, setiap bank melakukan upaya-upaya 

tertentu. Upaya tersebut adalah melakukan berbagai strategi dalam rangka 

melaksanakan PBI No. 5/23/PBI/2003, menyusun kebijakan tentang Prinsip 

Mengenal Nasabah, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan hubungan 

baik antar bank. 
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MOTTO 

 

 

 

Belajarlah dari Langit, 

Ia Tinggi tapi Menaungi 

Ia Megah tapi Meneduhkan....... 

 

Nak,,,,,,, 

kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami 

Kesedihanmu adalah tangis duka kami 

Jangan sampai kesenanganmu sesaat  

memalingkan hatimu dari kami(orang tuamu)..... 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ekonomi dunia telah mengarah pada 

berkembangnya ekonomi global. Demikian juga dengan Indonesia yang juga 

mengalami perkembangan ekonomi seiring dengan meningkatkan kebutuhan 

barang dan jasa. Perkembangan tersebut didorong dengan terbukanya 

komunikasi internasional. Komunikasi yang mudah dan semakin modern 

memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa meskipun 

berbeda benua. Hal tersebut kemudian mempengaruhi perkembangan dalam 

bidang bisnis khususnya dalam perbankan. Demikian juga dengan perbankan 

Indonesia yang mau tidak mau harus mampu bersaing di dunia Internasional. 

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa, 

lembaga keuangan (khususnya bank) tumbuh dengan berbagai alternatif 

layanan jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan (khususnya bank) yang 

merupakan lembaga perantara dana.1 Dalam UU No. 7 tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 

menyatakan,  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.2  

                                                           
1 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), hlm. 2. 
 
2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 
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Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi bank dalam sistem 

hukum perbankan di Indonesia sebagai intermediary bagi masyarakat yang 

kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. 

Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan prinsip demokrasi adalah 

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.3 

Sehubungan dengan peran perbankan sebagai perantara keuangan 

masyarakat diperlukan perbaikan-perbaikan terkait sistem perbankan nasional. 

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin maju dibutuhkan layanan 

jasa perbankan yang semakin baik dan berkualitas. Upaya tersebut bukan 

hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau bank tetapi juga menjadi 

tanggung jawab dari masyarakat pengguna jasa bank. 

Perbaikan peran perbankan dapat dilihat dari perubahan prinsipil dari 

sistem perbankan. Sistem perbankan nasional mengalami perubahan prinsipil 

setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU 

No. 10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1967 yang memang 

sudah tidak dapat menampung lagi permasalahan yang timbul dari industri 

perbankan.4 Sistem perbankan Indonesia pasca diundangkannya UU No. 7 

tahun 1992 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 10 tahun 1998 hanya 

dikenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya, yaitu bank umum dan BPR 

                                                           
3 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), hlm. 261.  
 
4 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 44. 
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(Bank Perkreditan Rakyat). Hal tersebut tersurat dalam UU No. 7 tahun 1992 

yang telah diperbaharui menjadi UU No. 10 tahun 1998 dalam pasal 5.  

Keberadaan BPR sebagai badan hukum kedudukannya diperoleh 

melalui prosedur undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dijelaskan dalam pasal 

16 ayat (1) bahwa: 

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh 

izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari 

pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana 

dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.5 

 

Kemudian ayat ini ditegaskan dalam ayat (2), bahwa untuk 

memperoleh izin usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi sekurang-kurangnya 

tentang: 

a. Susunan organisasi dan kepengurusan 

b. Permodalan 

c. Kepemilikan 

d. Keahlian di bidang perbankan  

e. Kelayakan rencana kerja6 

 

Dalam lembaga keuangan, BPR mempunyai peran yang sangat 

terbatas, yaitu hanya memberikan pinjaman serta menghimpun dana dalam 

bentuk tabungan dan deposito berjangka, namun demikian kapasitas dan 

tanggung jawabnya sama dengan bank umum.7  

                                                           
5 Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 
 
6 Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.  
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Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR adalah menghimpun 

dana dalam bentuk: 

1. Simpanan tabungan 

2. Simpanan deposito 

Dan menyalurkannya dalam bentuk: 

1. Kredit investasi 

2. Kredit modal kerja 

3. Kredit perdagangan8 

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BPR beriringan dengan 

resiko-resiko yang timbul karenanya. Untuk mengurangi resiko yang mungkin 

timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang diikenal 

dengan istilah 5C, yaitu: Capital, Caracter, Colateral, Condition, Capacity.9 

Selain kelima prinsip tersebut bank juga harus menerapkan prinsip 

mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Costumer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat. 

Perlu diketahui bahwa latar belakang adanya peraturan Bank Indonesia 

No. 5/23/PBI/2003 ini karena adanya undang-Undang No. 25 tahun 2003 

                                                                                                                                                               
7 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), hlm. 38. 
 
8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 44-45.  

 
9 Afandi, “Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti 

Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR dalam kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank 

sebagai Lembaga Keuangan,” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 

(2008), hlm. 13. 
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tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Erat sekali hubungan antara dunia 

perbankan dengan praktek pencucian uang ini.  

Dalam dunia perbankan, lembaga perbankan mengalami dilema, pada 

satu sisi harus menjaga rahasia nasabahnya tetapi di sisi yang lain apakah bank 

akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.10 Dalam 

pasal 40 UU No. 10 tahun 1998 menetapkan bahwa bank wajib merahasiakan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 

44, dan pasal 44A. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah: 

Pasal 41 berbunyi, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank 

Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang 

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan 

keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat 

mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada 

pejabat pajak. 

 

Pasal 41 A berbunyi, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah 

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia 

Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin 

kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia 

Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai 

simpanan nasabah debitur. 

 

Pasal 42 berbunyi, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, 

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, 

atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai 

simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 

 

Pasal 43 berbunyi, dalam perkara perdata antara bank dengan 

nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan 

kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang 

bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan 

perkara tersebut. 

 

                                                           
10 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, 

dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 17. 
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Pasal 44 berbunyi, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, 

direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya 

kepada bank lain. 

 

Pasal 44A berbunyi, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari 

nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib 

memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada 

bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah 

penyimpan tersebut. 11 

 

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan.12  

 

Sedangkan yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu proses 

atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana 

yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari 

kegiatan yang sah.13 

Uang yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha ada yang tergolong 

uang haram. Teknik-teknik yang biasa dilakukan antara lain ialah penjualan 

obat-obatan terlarang, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, penyelundupan 

minuman keras, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih 

(white collar crime) lainnya.14 Kegiatan ini mempunyai dampak yang cukup 

serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian nasional. 

                                                           
11 Pasal 41, 41A, 42, 43, 43, 44, 44A Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan. 

 
12 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), hlm. 154. 

 
13 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.  
 
14 Sutan Remi Syahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 

Terorisme, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 8.  
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BPR Shinta Bhakti Wedi mencoba mengoptimalkan penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah. BPR Shinta Bhakti Wedi adalah salah satu bank yang 

perkembangannya cukup pesat di kecamatan Wedi, yang menawarkan jasa 

perbankan kepada para petani, pengusaha kecil-menengah, dan masyarakat 

lainnya yang membutuhkan jasa tersebut.  

Aset BPR Shinta Bhakti Wedi hingga bulan Mei tahun 2010 mencapai 

31,4 miliar. Aset tersebut mengalami peningkatan meningkat yang pada bulan 

April jumlah asetnya 30,8 miliar. Di usianya yang sudah sewindu, BPR Shinta 

Bhakti Wedi memiliki 12.380 nasabah dengan nomina tabungan mencapai 

10,6 miliar dan jumlah nasabah deposito mencapai 915 orang dengan nominal 

mencapai 14,02 miliar.15 Oleh karena itu penulis mengambil judul 

“IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/23/2003 

TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BPR 

SHINTA BHAKTI WEDI KLATEN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan 

Rakyat pada BPR Shinta Bhakti Wedi? 

                                                           
15 Solopos, Edisi Minggu, 13 Juni 2010.  
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2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk 

mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan 

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles)? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penulisan ini memiliki tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Bank Indonesia No. 

5/23/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada Bank 

Perkreditan Rakyat di BPR Shinta Bhakti Wedi 

2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti 

Wedi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya 

dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer 

Principles) 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Segi teoritis/ akademis 

Menambah wawasan penulis secara umum dan memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dalam bidang perbankan 

khususnya. 

2. Segi praktis 

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini. 
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D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan 

penelitian yang ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan 

penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank terutama pada bank 

perkreditan rakyat. 

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada 

beberapa karya tulis yang relevan dengan tema yang penulis angkat. Adapun 

karya tulis tersebut antara lain: 

Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengantisipasi Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Money Laundering) pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) TBK Cabang Pekanbaru yang ditulis oleh Erdiansyah. Adapun yang 

menjadi subjek dari jurnal ini adalah PT. BNI cabang pekanbaru dengan 

berdasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001. 16 

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam 

Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT. BNI Kantor Cabang USU 

Medan)” yang ditulis oleh Isabella Bangun. Skripsi tersebut fokus pada 

pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (Know Your Costumer Principles) 

pada bank umum yaitu PT BNI Cabang USU Medan. Adapun dasar dari 

pelaksanaan prinsip tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia No. 

5/21/PBI/2003 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001. 

                                                           
16 Erdiansyah, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebgai bentuk peranan bank dalam 

mengantisipasi Tindak Pidana Penscucian Uang (Money Laundering) pada PT. BNI (Persero) 

TBK Cabang Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, (2011).  
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Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa PT BNI Cabang USU Medan tidak 

menemukan kendala yang cukup serius dalam menerapkan Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Costumer Principles) sesuai dengan peraturan Bank 

Indonesia. Perbedaan dengan skripsi yang akan penyusun teliti adalah pada 

subyek penelitian yaitu skripsi ini subyek penelitiannya adalah bank umum. 

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah.17  

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know 

Your Costumer Principles) Pada Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak 

Pidana Pencucian Uang” yang ditulis oleh Rivaldo. Permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana penerapan prinsip mengenal 

nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang 

berdasar atas UU No. 25 tahun 2003 dan konsekuensi apa saja yang diterima 

oleh bank jika tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia. Dalam tulisan ini penulis lebih banyak 

menyinggung tentang tindak pidana pencucian uang.18  

Skripsi yang berjudul “Tinjauan terhadap Pengawasan Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) oleh Kantor 

Bank Indonesia (KBI) Malang” yang ditulis oleh Erlangga. Perbedaannya 

adalah pada subyek penelitian. Skripsi ini lebih menekankan pada peran 

                                                           
17 Isabella Bangun, “Pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan 

Pada Bank (Studi Pada PT. BNI Kantor Cabang USU Medan)”, Skripsi Fakultas Hukum, Medan: 

Universitas Sumatera Utara, (2011). 
18 Rivaldo, “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer 

Principle)Pada Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Loundering)”, Skripsi Fakultas Hukum, Padang: Universitas Andalas, (2008). 
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Kantor Bank Indonesia dalam mengawasi penerapan salah satu prinsip kehati-

hatian bank yaitu prinsip mengenal nasabah (Know Your Costumer Principles) 

oleh bank.19 Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah. 

Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi 

Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank 

Sebagai Lembaga Keuangan” yang ditulis oleh Afandi. 20 

Karya ilmiah di atas secara umum hampir sama dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang penerapan prinsip mengenal 

nasabah (Know Your Costumer Principles) hanya saja pada penulisan ini lebih 

memfokuskan pada penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank 

perkreditan rakyat. Dilihat dari fungsinya Bank Perkreditan Rakyat lebih 

sempit jika dibandingkan dengan bank umum tetapi tanggung jawabnya sama 

besar dengan bank umum. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini 

dilandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Fungsi-fungsi bank 

                                                           
19 Erlangga, “Tinjauan Terhadap Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 

(Know Your Costumer Principles) Oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang”, Skripsi, Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang, (2003) 

20  Afandi, “Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti 

Pentingnya Prinsip Mengenal nasabah Bagi BPR dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank 

Sebagai Lembaga Keuangan,” Tesis Universitas Diponegoro Semarang (2008).  
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.21 Dilihat dari pengertiannya tersebut bank 

secara umum mempunyai fungsi-fungsi antara lain: 

a. Sebagai pencipta uang 

b. Sebagai penampung uang masyarakat 

c. Sebagai penyalur uang kepada masyarakat 

d. Sebagai lembaga yang mempunyai fasilitas dan jasa 

Dari pengertian tersebut dapat di lihat bahwa bank berperan 

sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam 

lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. 

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sedangkan sebagai 

lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga 

kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan 

kesempatan kerja. 22 

2. Jenis bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 

Di Indonesia, istilah atau kata “bank” juga dipergunakan oleh 

lembaga usaha lainnya, seperti bank darah, bank mata dll. Lembaga-

                                                           
21 Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

22 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59. 



13 

 

lembaga seperti ini tidak menjalankan usaha mengumpulkan uang dari 

masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau 

semacamnya dengan memungut bunga. Lembaga-lembaga tersebut tidak 

diperbolehkan menamakan dirinya “bank” kecuali mendapat izin usaha 

dari menteri keuangan. Ketentuan tersebut berlaku setelah 

diundangkannya Undang-Undang Perbankan 1967. 

Setelah diundangkannya Undang-Undang perbankan yang baru, 

menurut jenisnya bank dibagi menjadi: 

1. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 23 dengan 

sendirinya bank umum merupakan pencipta uang giral.  

2. Bank Perkreditan rakyat (BPR) 

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.24 Bank Perkreditan Rakyat bukan pencipta uang 

giral karena Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

                                                           
 

23 Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

 
24 Ibid., angka 4 
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3. Prinsip kehati-hatian 

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, untuk mengurangi 

resiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian yang diikenal dengan istilah 5C25, yaitu: 

a. Capital 

Calon nasabah harus mempunyai modal yang telah tersedia 

untuk melakukan hubungan kerja atau dalam menggunakan jasa bank. 

b. Caracter 

Calon nasabah harus mempunyai integritas tinggi (minimal 

mempunyai komitmen tinggi). Dalam hal karakter menyangkut 

perorangan, bank harus sangat hati-hati sekali baik itu masalah 

identifikasi calon nasabah peminjam, penabung ataupun menempatkan 

dananya dalam deposito, karena dampaknya besar sekali untuk 

menuju resiko. 

c. Collateral 

Calon nasabah harus mempunyai jaminan sebagai kepercayaan 

bank apabila terjadi resiko di kemudian hari. 

d. Condition 

Calon nasabah harus dalam kondisi minimal sehat, cakap 

dalam melakukan hubungan dengan bank atau dalam menggunakan 

jasa bank. 

 

                                                           
25 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: 

Salemba, 2011), hlm. 76-77.  
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e. Capacity 

Calon nasabah harus mempunyai kemampuan untuk 

mengembalikan hutangnya. 

4. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) 

Selain kelima prinsip tersebut bank dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya khususnya Bank Perkreditan Rakyat harus menerapkan prinsip 

mengenal nasabah (know your costumer) sesuai dengan Surat Edaran No 

6/19/DPBPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Prinsip mengenal 

nasabah (know your costumer principles) adalah prinsip yang diterapkan 

bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah 

menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.26  

Sebagai salah satu tempat bagi masuknya uang hasil tindak 

kejahatan, bank harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana 

pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas 

nasabahnya, memantau transaksi dan memelihara profil nasabahnya, serta 

melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang 

dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank.  

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer 

Principles) ini didasari bahwa prinsip ini tidak saja penting dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melainkan juga dalam 

                                                           
26 Erdiansyah, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank 

Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT BNI TBK 

Cabang Pekan Baru, Jurnal Ilmu Hukum (2011), hlm. 3.  
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rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai 

resiko dalam berhubungan dengan nasabah. 

Adapun yang disebut nasabah adalah pihak yang menggunakan 

jasa bank. Nasabah dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan. 

2. Nasabah debitor, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit 

atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan. 

Bank yang sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah memiliki 

kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban pokok dari bank dalam 

prinsip mengenal nasabah antara lain: 

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah 

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah 

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening 

dan transaksi nasabah 

4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko27 

Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada 

sejak dulu, namun dalam prakteknya kerahasiaan bank sering 

menimbulkan benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan 

umum.  

                                                           
27 Ibid.,hlm. 5 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang bersifat yuridis 

menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis 

data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian di bidang keuangan 

dengan permasalahan yang akan diteliti.  

Sedangkan pendekatan empiris menggunakan sumber data primer. 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan. Data primer ini digunakan untuk melihat pelaksanaan peraturan 

diimplementasikan dengan lembaga Perbankan bagi Bank Perkreditan 

Rakyat mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 

5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank 

Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 25 tahun 

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui suatu penelitian 

lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung, 

sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian 

deskriptif analisis. Deskriptif penelitian ini terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Sedangkan 

analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, 
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membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari 

segi praktek. 

Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang faktor penghambat atau hal yang membuat 

menyimpang. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). 

Adapun tempat penelitiannya di BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten yang 

beralamat di Jl. Raya Wedi-Bayat km. 1 Wedi, Klaten. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Yaitu dengan 

wawancara langsung dengan Kabag Humas BPR Shinta Bhakti Wedi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: 

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif)28, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan 

perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan 

                                                           
28 Ibid.,hlm. 47.  
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c) Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan 

Rakyat 

d) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

e) Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat 

2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi29 terdiri dari: 

a) Ketentuan-ketentuan dari pemilik 

b) Keputusan Direksi 

3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder30terdiri dari: 

a) Kamus lengkap dengan ejaan yang disempurnakann 

b) Brosur yang berkaitan dengan Perbankan 

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dimaksudkan untuk lebih menetapkan kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh di tempat penelitian, sehingga kebenaran 

tulisan memiliki validitas yang tinggi. 

5. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Studi 

                                                           
29 Ibid.,hlm. 54. 

30 Ibid.,hlm. 106.  
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kepustakaan dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada 

dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi yaitu suatu 

pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan 

pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan 

persoalan yang dihadapi.31 Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke 

Bank Perkreditan rakyat yang bersangkutan. Teknik wawancara dilakukan 

dengan responden dan nara sumber secara bebas terpimpin dengan 

melakukan tanya jawab dengan Kabag Humas BPR Shinta Bhakti Wedi. 

Sedangkan dokumentasi adalah usaha untuk mengumpulkan data yang 

didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, berupa 

arsip-arsip dari BPR Shinta Bhakti Wedi, buku-buku, catatan, brosur-

brosur tentang perbankan, dan data-data lain yang mendukung dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini nantinya terarah dan sistematis 

maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Pembahasan dalam tulisan ini 

sistematikanya dibagi menjadi 5 (lima) bab masing-masing dibagi menjadi 

sub-sub bab yang saling berkaitan, mendukung dan melengkapi membentuk 

                                                           
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.  
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satu kesatuan yang utuh. Secara garis besar sistematika pembahasan dalam 

skripsi ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan 

pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub 

bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang Prinsip Mengenal 

Nasabah, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dari prinsip 

mengenal sabah, bank dengan peraturan yang mengaturnya. 

Bab III berisi tentang gambaran umum BPR Shinta Bhakti Wedi yang 

meliputi sejarah singkat BPR Shinta Bhakti Wedi, visi dan misi BPR Shinta 

Bhakti Wedi, struktur organisasi, dan produk-produk BPR Shinta Bhakti 

Wedi. 

Bab IV berisi tentang uraian dari pelaksanaan Prinsip Mengenal 

Nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 di BPR Shinta 

Bhakti Wedi, di dalam bab ini diuraikan menyangkut data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan maupun melalui penelitian di lapangan dengan 

melakukan wawancara mengenai arti pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah 

bagi Bank perkreditan Rakyat di BPR Shinta Bhakti Wedi serta upaya yang 

dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk mencegah Tindak Pidana 

Pencucian Uang dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah. 
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Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah 

yang diuraikan. Selanjutnya dari kesimpulan tersebut penulis akan memberi 

saran berkenaan dengan arti pentingnya prinsip mengenal nasabah pada Bank 

Perkreditan Rakyat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang penyusun lakukan maka diperoleh 

kesimpulan mengenai beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat 

sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 7 tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 

tentang perbankan dan Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak 

Pidana Pencucian Uang. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan 

BPR Shinta Bhakti Wedi menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah 

didukung dengan dikeluarkannya keputusan direksi BPR Shinta Bhakti 

Wedi No. 065/D/SBW/APU PPT/11/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme. 

Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah di BPR Shinta Bhakti 

Wedi sejauh ini berjalan cukup baik dengan perbaikan-perbaikan yang 

tetap dilakukan.  
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Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Costumer Priinciples), langkah yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti 

Wedi antara lain: 

a. Menetapkan prosedur penerimaan nasabah 

b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah 

c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening 

dan transaksi nasabah 

d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko. 

Pengaturan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah belum 

diatur secara eksplisit. Aturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah hanya 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, sehingga kurang 

memberikan landasan hukum yang kuat.  

2. Upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk mencegah 

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah antara lain: 

a. Melakukan berbagai strategi-strategi dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR 

b. Menyusun kebijakan tentang pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah 

(Know Your Costumer Principles).  

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keterampilan dan 

pengetahuan produk dan jasa agar dapat mengimbangi atau mencegah 

para pelaku tindak kejahatan pencucian uang. 
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d. Meningkatkan hubungan baik antar bank. Hubungan baik antar bank 

dapat membantu praktek tindak pidana pencucian uang tidak cepat 

menyebar. Hubungan baik antar bank diharuskan terjalin alam upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang terjadi.  

 

B. Saran 

1. Bank diharapkan lebih ekstra lagi dalam mensosialisasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer 

Principles) kepada calon nasabahnya. 

2. Perlu adanya sosialisasi tentang Prinsip mengenal nasabah (Know Your 

Costumer Principles) melalui media elektronik maupun media cetak, agar 

masyarakat calon nasabah mudah mengakses. 

3. Perlu ditingkatkan upaya pengikutsertaan aspek komunikasi, yaitu 

kemampuan petugas bank dalam mengkomunikasikan informasi seputar 

Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan oleh bank kepada calon 

nasabahnya. 

4. Perlu adanya landasan hukum tentang Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah yang jelas dan diatur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Apakah BPR Shinta Bhakti Wedi sudah menerapkan Prinsip Mengenal 

Nasabah? Sejak kapan? 

2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah faktor yang sangat penting untuk 

melindungi tingkat kesehatan bank. Langkah apa saja yang ditempuh untuk 

menerapkan Prinsip Mengenal nasabah? 

3. Bagaimana prosedur penerimaan nasabah di BPR Shinta Bhakti Wedi ini? 

4. Saat nasabah mengisi formulir, formulir tersebut mencakup apa saja? 

5. Apakah ada jumlah transaksi minimal tertentu yang harus diawasi? 

6. Apakah BPR Shinta Bhakti Wedi mempunyai patokan tertentu untuk 

menetapkan bahwa suatu transaksi bisa dikategorikan transaksi 

mencurigakan? 

7. Sebenarnya Prinsip Mengenal Nasabah  ini bertentangan dengan asas 

kerahasiaan bank, dalam hal apa saja bank harus melanggar asas kerahasiaan? 

8. Apakah di BPR Shinta Bhakti Wedi pernah terjadi kasus misalnya Tindak 

Pidana Pencucian uang? 

9. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan Prinsip Mengenal 

Nasabah? 

10. Apakah prinsip mengenal nasabah cukup efektif dalam melindungi tingkat 

kesehatan bank? 

11. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan 

bagaimana cara mengatasinya? 



12. Adakah resiko jika tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah? 

13. Apakah BPR Shinta Bhakti Wedi mempunyai peraturan sendiri terkait prinsip 

mengenal nasabah? 

14. Bagaimana prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan 

di BPR Shinta Bhakti Wedi? Dan apakah sudah sesuai dengan yang 

tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003? 

15. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi dalam 

mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang?  
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